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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan tuntutan dalam administrasi 

publik saat  ini. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat 

serta semakin efektifnya interaksi internasional sebagai bagian dari aspek globalisasi. Pola-

pola lama penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini tidak lagi sesuai dengan tatanan 

masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian pemerintah untuk 

melakukan perubahan-perubahan signifikan menuju kearah penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik. 

      Menyadari penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki peran penting maka 

aparatur negara sebagai inti dari pengelola Negara harus meningkatkan kinerjanya, melalui 

pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan berkualitas, sehingga mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan pada akhirnya memberikan 

peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. 

       Pemerintah dalam hal ini sudah meningkatkan kinerja governance dengan 

mengembangkan teknologi informasi, perolehan dan penyebaran informasi melalui media 

internet, dan dalam penggunaan internet. Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan 

sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, 

dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Salah satu teknologi yang paling 

berkembang adalah teknologi yang berbasis web yang sering disebut dengan internet. 

Teknologi ini sudah digunakan diberbagai bidang baik bisnis, pemerintahan, kesehatan, 

pendidikan dan lain sebagainya. 

      Teknologi internet yang kini sudah ada harus dimanfaatkan secara 

optimal, dengan keberadaan teknologi diharapkan juga bisa menjadi jawaban 
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untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan, sehingga jika pemerintah sudah 

mulai mengadopsi teknologi tersebut, dapat diupayakan sebagai perbaikan 

infrastruktur utama dalam pelayanan publik. Jaringan berbasis teknologi informasi 

online (internet) yang digunakan saat ini oleh pemerintah dikenal dengan nama e-

Government. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang 

besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan voting. Penggunaan teknologi 

komputer pada pelaksanaan voting ini dikenal dengan istilah electronic voting (e-Voting).  

      Dalam negara yang menerapakan sistem politik demokrasi, voting digunakan untuk 

mengambil keputusan negara yang sangat krusial, antara lain  adalah untuk memilih wakil 

rakyat atau untuk memilih pimpinan negara yang baru. Akan tetapi, tidak seluruh warga 

negara dapat memberikan suara mereka dalam voting. Terdapat beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh warga negara tersebut untuk mendapatkan haknya, dan negara wajib 

melindungi warga negara tersebut dalam memberikan suaranya. Oleh karena itu, voting 

membutuhkan prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasian dan keabsahaan dari 

hasil pelaksanaan voting tersebut. Voting telah menjadi salah satu metode untuk 

mengambil keputusan penting dalam kehidupan manusia. Voting digunakan mulai tingkat 

masyarakat terkecil yaitu keluarga sampai dengan sebuah negara.  

      Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebuah lembaga teknis daerah yang 

merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten Musi Rawas dikepalai oleh seorang kepala yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok 

DPMD adalah membantu Bupati Musi Rawas dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa berdasarkan asas ekonomi dan tugas 

pembantuan yang diberikan oleh Kabupaten. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 
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tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Musi Rawas 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 

b. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

c. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pembinaan administrasi desa dan pembinaan 

aparatur pemerintahan desa dan kerjasama pemerintahan desa; 

d. Merumuskan pelaksanaan  pengembangan desa dan lembaga desa/ kelurahan; 

e. Perumusan fasilitasi perencanaan dan pengelolaan keuangan desa; 

f. Merumuskan kebijakan pelaksanaan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi 

masyarakat, kelembagaan masyarakat desa dan sumber daya masyarakat desa, 

pengembangan dan pemanfaatan inovasi desa dan teknologi tepat guna; 

g. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan & inovasi desa; 

& teknologi tepat guna; 

h. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan 

pelaporan; 

i. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan  dan desa, kegiatan 

bidang perencanaan & pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan masyarakat & usaha 

ekonomi desa, serta pengembangan kawasan perdesaan, inovasi desa dan teknologi 

tepat guna; 

j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan 

desa; 

k. Pelaksanaan kegiatan petatausahaan dinas; dan 

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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      Bertujuan untuk meningkatkan sistem pemilihan desa yang cepat dan akurat dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas panitia penyelenggara kepala desa sesuai amanat dari Peraturan Daerah 

tentang pemilihan kepala desa. Ada beberapa program pelayanan yang ditawarkan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada masyarakat, yaitu salah satunya e-Voting yang 

diatur dalam  Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksana 

pemilihan kepala desa. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 31 bahwa 

pemilihan kepala desa yang cara pemberian suara, menggunakan rangkain peralatan e-

Voting tertentu dengan menyentuh dua langkah/ kali pada layar monitor komputer yang  

terdapat nomor, gambar, dan nama calon kepala desa. Selain itu pada pasal 7 ayat 1 

dijelaskan bahwa pemilihan kepala desa secara e-Voting dapat dilaksanakan dengan 

pemenuhan penyediaan perangkat dan perlengkapan e-Voting. Kebijakan e-Voting ini 

merupakan  salah satu inovasi baru untuk seluruh masyarakat dan tentunya kebijakan ini 

diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju serta ingin serba cepat 

dan praktis.   

      Latar belakang diluncurkannya program e-Voting ini sebagai wujud komitmen  

pemerintahan Kabupaten Musi Rawas untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada 

masyarakat dengan berbagai bentuk inovasi. Pemilihan secara elektronik voting merupakan 

pilihan yang sangat inovatif dan sangat penting dalam melaksanakan salah satu pilar 

demokrasi yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih 

pemimpin. Pemilu nasional yang merupakan amanat Undang-undang yaitu pemilihan 

Presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan Kepala Daerah serta Pemilu yang 

diamanatkan dalam peraturan pemerintah adalah pemilihan Kepala Desa, telah terbukti 

menyedot anggaran yang sangat besar, padahal amanat penyeleggaraan pemilu yang paling 

penting sesuai undang-undang adalah efisien dan efektif. Oleh karena itu penggunaan 
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teknologi dalam pemilihan sudah merupakan keniscayaan yang diharapkan mampu 

mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ataupun pemilihan 

Kepala Desa. 

      Pemilihan kepala desa secara voting berbeda dengan pemilihan Kepala Desa secara e-

Voting yang sering diselenggarakan dalam pemilihan Kepala Desa. Pemilihan secara 

voting masih menggunakan kertas suara adalah sistem yang pertama kali digunakan untuk 

melakukan pemilihan umum. Tahap pemilihan secara voting, pemilih mengambil kertas 

suara yang telah ditandai (sebagai bukti sahnya kertas suara), lalu pemilih tinggal memilih 

calon yang ada pada kertas suara yang biasanya dilakukan dengan mencoblos. Pemilih lalu 

memasukkan hasil pilihannya kekotak suara dan panitia melakukan perhitungan suara 

secara manual, lalu mengirimkannya kepusat perhitungan suara yang juga dihitung secara 

manual. Pemilihan dengan metode ini membutuhkan banyak waktu, tenaga dan sumber 

daya manusia yang dikerahkan.  

      Di sisi lain juga ada faktor kesalahan manusia dalam melakukan perhitungan suara dan 

kecurangan seperti manupulasi kertas suara dalam perjalanan pengirimanan kertas suara ke 

tempat perhitungan pusat. Berbeda dengan pemilihan kepala desa secara e-Voting, pada 

sistem e-Voting penggunaan kertas sudah diminimalkan, karena sistem ini sudah berbasis 

teknologi digital. Setelah mendaftar, pada saat pemilihan pemilih hanya menunjukan tanda 

pemilih, lalu login  menggunakan id dan password masing-masing, setelah itu pemilih 

melakukan pemilihan calon hanya dengan melakukan klik pada pilihan yang disediakan 

sistem, lalu sistem akan menghitung pilihannya secara digital. Dengan hitungan sistem e-

Voting sudah melakukan efisiensi waktu dan tenaga yang digunakan dalam melakukan 

perhitungan suara.   

      Sasaran yang dituju dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara e-Voting ini 

adalah menghasilkan komponen ukuran kesiapan masyarakat melalui survei yang 
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dilakukan di tiap TPS terhadap minimal 50 persen pemilih, menghasilkan studi dan kajian 

kemungkinan penerapan e-KTP pada pemilu masional yaitu pemilukada. Sebagai contoh 

miniatur pemilukada dengan e-Voting yang saat ini sedang diupayakan untuk mendukung 

disahkannnya RUU Pemilukada yang membolehkan e-Voting bagi daerah yang sudah siap 

serta menghasilkan kajian efektifitas hasil perekaman data biometrik penduduk melalui 

proses otentifikasi pemilih di tiap TPS. 

      Agar tujuan dan fungsi tersebut dapat tercapai dengan baik sesuai dengan sasaran yang 

telah ditentukan, maka kebijakan e-Voting dalam pemilihan kepala desa dikelola dengan 

baik sesuai dengan prinsip-prinsip implementasi yang telah ada, yang dibuat dan disepakati 

untuk dilakukan. 

      Implementasi e-Voting dalam pemilihan kepala desa merupakan upaya pencapaian 

tujuan dengan pemanfaatan sumberdaya manusia, informasi, sistem dan sumber dana 

dengan tetap memperhatikan fungsi penerapan, serta peran dan keahlian. Agar dapat 

mencapai tujuan, perlu sumber daya manusia dan non manusia berupa sumber dana, 

teknik, fisik, perlengkapan, alam, informasi, ide, peraturan-peraturan dan teknologi. 

Implementasi e-Voting dalam pemilihan kepala desa merupakan upaya pencapaian tujuan 

dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem dan sumber dana dengan 

tetap memperhatikan peran dan keahlian baik untuk masyarakat maupun untuk petugas 

yang melaksanakan pemilihan. Kegiatan pengontrolan sendiri sangat diperlukan dalam 

kebijakan e-Voting dalam pemilihan kepala desa tersebut. Sebagai langkah awal dalam 

proses pemilihan kepala desa secara e-Voting adalah menetapkan visi dan misi kebijakan 

e-Voting serta memperhatikan faktor internal dan eksternal. Keberadaan visi dalam suatu 

kebijakan yang dikeluarkan yaitu dalam hal ini kebijakan e-Voting berfungsi menjelaskan 

arah kebijakan e-Voting dan memotivasi seluruh komponen untuk mengambil tindakan ke 

arah yang benar. Sebab adanya visi yang jelas akan ikut membantu koordinasi aktivitas 
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orang-orang yang terikat oleh kebijakan e-Voting  tersebut. Sementara itu, misi merupakan 

rumusan kegiatan yang akan dilakukan dan hasinya dapat dihitung, dibuktikan, dilihat, 

ataupun dirasakan. 

      Elektronik voting merupakan suatu metode pengumpulan suara dengan menggenakan 

perangkat elektronik, dalam hal ini e-Voting  merupakan inovasi dari Pemerintahan Daerah 

bagi masyarakat yang digunakan dalam pemilihan kepala desa. Seperti halnya dengan 

pengisian kuisioner online. Sesuai dengan kebijakan yang dikenalkan kepada masyarakat 

mengenai pemilihan kepala desa secara e-Voting, maka prosedur pemunggutan suara 

elektronik oleh pemilih dilakukan dengan memasukan kartu aktivasi, lalu sentuh gambar 

yang dipilih pada layar, kemudian  pilih YA jika kandidat yang dipilih sudah tepat, pilih 

TIDAK jika ingin menggubah pilihan. Selanjutnya konfirmasi bahwa pemilih berhasil 

memilih kertas audit akan tercetak, serta silahkan ambil kertas audit yang telah dicetak dan 

masukkan kedalam kotak audit.  

      Beberapa kelebihan yang terdapat pada pemilihan kepala desa secara e-Voting menurut 

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Musi Rawas, ini diantaranya: 

1. Tidak perlu mencetak surat suara kertas 

2. Pemberian suara mudah dilakukan dengan cara menyentuh tanda gambar dilayar sentuh 

yang menggambarkan surat suara. Dengan demikian sangat memungkinkan 

memfasilitasi penyandang disabilitas mengunakan perangkat elektronik tambahan pada 

perangkat yang sama. Misalnya menambah tombol Braile atau panduan memilih 

berbasis suara. 

3. Proses perhitungan suara akan menjadi lebih cepat, tepat dan akurat. Pada saat waktu 

pemungutan selesai, proses penutupan dilakukan dan hasil langsung diperoleh. 

4. Menghasilkan jejak audit yang baik secara digital atau elektronik maupun sistem arsip 

hasil suara berbentuk kertas audit atau struk suara pilihan pemilih. Struk suara pilihan 
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pemilih ini akurat, karena diverifikasi langsung oleh pemilih sebelum dimasukkan 

dalam kotak audit. 

5. Efisien waktu penyelenggaraan membawa dampak yang luar biasa yang dapat 

diperhitungkan dalam efisiensi biaya. 

6. Tidak menggunakan sumber listrik PLN, karena dapat dioperasikan menggunakan aki 

yang banyak dipasarkan seperti aki mobil. 

      Pemilihan kepala desa secara e-Voting di Kabupaten Musi Rawas ini telah 

diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mulai tahun 2013. Di 

Sumatera Selatan sendiri pemilihan kepala desa secara e-Voting  mulai disosialisasikan 

pada tahun 2011. Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Sumatera Selatan yang telah menerapkan pemerintahanya berbasis teknologi (e-

Government). Pemerintah Kabupaten Musi Rawas membangun pemerintahan berbasis 

teknologi dengan membangun Network yang menghubungkan layanan pemerintah dengan 

masyarakat. Salah satu penerapan e-Government di Kabupaten Musi Rawas adalah 

pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan sistem e-Voting. 

      Pada sistem e-Voting ini, yang dimana masyarakat memilih secara elektronik untuk 

memilih kepala desa yang akan memimpin desanya sehingga bisa mengendalikan sendiri 

penggunaan e-Voting  sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Permasalahan yang ingin 

dikaji adalah bagaimana implplementasi kebijakan e-voting dalam pemilihan kepala desa. 

Apakah kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh DPMD sudah tepat sasaran 

mengingat setiap kebijakan yang dikeluarkan haruslah untuk kepentingan dan 

kesejahteraan masyarakat bukan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. 

      Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kebijakan pemilihan kepala desa secara e-

Voting di Kabupaten Musi Rawas. Alasan mengapa Kabupaten Musi Rawas sebagai 

penelitian dalam kasus ini karena e-Voting dalam pemilihan kepala desa pertama sekali 
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digelar di Sumatera Selatan. Dan Kabupaten Musi Rawas adalah urutan ke-3 yang  

menyelenggarakan pemelihan kepala desa secara e-Voting, setelah Boyolali Jawa Tengah,  

Jembrana dan Tabanan Bali.  Dari tahun 2013 sampai sekarang sudah sebanyak 155 desa 

dari 183 desa yang telah menggunakan sistem pemilihan secara e-Voting di Kabupaten 

Musi Rawas.   

      Di Kabupaten Musi Rawas terjadi terobosan menarik terkait dengan Pemilihan Kepala 

Desa (Pilkades) yaitu dengan diterapkannya metode pemilihan secara e-Voting. 

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan kerja sama dengan Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi (BPPT) dalam melaksanakan e-Voting. Pemerintah Kabupaten Musi 

Rawas merupakan pihak yang menyediakan perangkat keras (hardware), sedangkan BPPT 

merupakan pihak yang meyediakan perangkat lunak (software). Kebijakan ini dilaksanakan 

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pelaksana kebijakan e-Voting dalam 

pemilihan kepala desa dan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan 

Statistik  sebagai penyelenggara alat untuk pelaksanaan e-Voting dalam pemilihan kepala 

desa. 

      Peningkatan teknologi pada pemilihan selalu merupakan proyek menantang yang 

membutuhkan pertimbangan dan perencanaan dengan cermat. Memperkenalkan pemilihan 

elektronik juga disebut e-Voting mungkin merupakan peningkatan tersulit karena teknologi 

ini menyentuh inti dari keseluruhan proses pemilu, pemberian dan penghitungan suara. e-

Voting sangat mengurangi kinerja  dan pengaruh manusia secara langsung pada proses ini. 

Memberikan kesempatan untuk menyelesaikan beberapa masalah pemilu yang sudah lama 

tetapi juga memberikan serangkaian kekhawatiran baru. Sebagai konsekuensinya, e-Voting 

biasanya memicu banyak kritik dan pertentangan serta lebih dipermasalahkan 

dibandingkan aplikasi teknologi informasi (TI) dan pengadaan alat e-Voting dan lainnya 

dalam pemililihan Kepala Desa.  
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      Seperti banyak informasi yang didapat bahwa dalam pelaksanaan e-Voting di 

Kabupaten Musi Rawas masih terkendala dengan alat. Dari 183 desa, alat e-Voting tersedia 

hanya ada 13 unit, yang seharusnya setiap desa memiliki 2 unit alat e-Voting. Hal ini 

sangat jauh dari yang diharapkan. Untuk mengatasi kekurangan alat e-Voting Dinas 

Komunikasi  Informatika dan Statistik  meminjam alat e-Voting ke Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik Kabupaten Banyuasin. 

      Pada tanggal 12 Desember  2017 akan diadakan pemilihan Kepala Desa di 16 Desa dan 

8 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas yanng direncanakan akan dilaksanakan secara 

serentak dengan menggunakan metode e-Voting. Akan tetapi mengingat penyelenggaran 

pesta demokrasi itu membutuhkan dukungan perangkat e-Voting sebanyak 55 unit, 

sedangkan peralatan yang ada pada pemerintahan Kabupaten Musi Rawas hanya tersedia 

13 unit, maka perlu mendapatkan dukungan peralatan dari pihak Dinas Komunikasi 

Informasi dan Statistik Kabupaten Banyuasin sebanyak 42 unit. Hal itu dapat dilihat dari 

permohonan izin peminjaman alat e-Voting di gambar dibawah ini. 

Gambar 1.1 Data Peminjaman Alat e-Voting, 2017 

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 
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      Sampai sekarang yang seharusnya alat e-Voting ada 372 unit yaitu setiap desa 

mempunyai 2 unit alat e-Voting. Tetapi pada kenyataannya di Kabupaten Musi Rawas 

hanya mempunyai 13 alat e-Voting. Hal ini sangat jauh dari prediksi ataupun harapan dari 

pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang menargetkan 50% ketersediaan alat e-Voting 

seperti yang telah ditetapkan. 

      Target yang telah disepakati sebagai acuan untuk melaksanakan pemilihan Kepala 

Desa secara e-Voting kepada masyarakat bukan hanya memfokuskan kepada sumber daya  

manusia yang ada, namun pemilihan Kepala Desa secara e-Voting  juga memperhatikan 

ketersediaan alatnya dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah sangat diharapkan segera 

melakukan pengadaan alat e-Voting di Kabupaten Musi Rawas untuk melengkapi alat e-

Voting yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk menyukseskan pemilihan Kepala Desa 

secara e-Voting  serta untuk meminimalisir masalah dan kendala dalam pemilihan Kepala 

Desa. 

      Selain permasalahan diatas kegiatan pemilihan suara, sering terjadi kesalahan pahaman 

dari masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia. Masyarakat beranggapan jika 

pemilihan Kepala Desa menggunakan sistem voting lebih baik daripada menggunakan 

sistem e-Voting, karena menurut masyarakat jika pemilihan secara voting dihitung secara 

manual oleh manusia. Jadi masyarakat melihat langsung bagaimana penghitungan 

suaranya,  sedangkan pada pemilihan secara e-Voting dihitung secara digital. Hal ini 

menimbulkan kontroversi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

penyelenggara pemilihan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan e-Voting membutuhkan 

prosedur pelaksanaan yang dapat menjamin kerahasiaan dan keabsahan dari hasil 

pelaksanaannya untuk menghindari terjadinya kontroversi. Selain itu masih kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang  pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-Voting, 

sehingga mengakibatkan masyarakat kurang menangkap dan memahami arti pentingnya 
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pelaksanan  pemilihan Kepala Desa secara e-Voting. Serta tenaga teknisnya masih sangat 

kurang, karena tenaga pelaksana teknisnya sering bergonta-ganti dan belum ditetapkan 

secara langsung staf pelaksana teknisnya. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sumber 

daya manusia yang handal yang paham mengenai kebijkan e-Voting ini. Oleh karena itu, 

harapannya semoga kedepannya pelaksanaan e-Voting dalam pemilihan kepala desa dapat 

terlaksana jauh lebih baik, dan sumber daya manusia yang handal lebih ditingkatkan lagi, 

serta alat pelaksanannya dapat ditingkatkan lagi, demi tercapainnya tujuan yang telah 

ditetapkan dan diharapkan.  

      Dari data yang diperoleh tersebut maka diambil kesimpulan dalam kasus ini berjudul “ 

implementasi kebijakan e-Voting dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi 

Rawas”, hal ini berkaitan dengan konsentrasi yang diambil oleh penulis yaitu kebijakan 

publik, dalam hal ini kebijakan publik berbicara tentang perumusan kebjakan, 

implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan yaitu bagaimana 

pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang telah disahkan untuk masyarakat dengan 

tujuan yang luas dan cara penyampaian sasaran yang tepat untuk suatu kebijakan. 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan secara rinci 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi 

Kebijakan e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas”. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: “untuk 

mengetahui dan menggambarkan bagaimana hasil implementasi kebijakan  e-Voting 

dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas”. 
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2. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Berdasarkan tujuan diatas penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan informasi 

serta dapat menjelaskan permasalahan mengenai Implementasi Kebijkanan e-

Voting dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Musi Rawas. Hasil penelitian 

ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Publik 

khususnya masalah Kebijakan Publik. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam Implementasi 

Kebijakan e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Musi Rawas 

serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dalam penulisan ini.  
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